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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Siyasah Dusturiyah 

terhadap Aturan Penetapan Biaya bagi Masyarakat Pendatang oleh Perangkat 

Adat Nagari Ranah Air Haji Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aturan penetapan biaya bagi pendatang di Nagari Ranah Air Haji 

berasal dari hasil musyawarah para pendahulu adat sekitar enam puluh 

tahun yang lalu sebagai bentuk pengakuan dan penerimaan sosial 

terhadap pendatang yang ingin menjadi bagian dari masyarakat nagari. 

Awalnya kewajiban tersebut diberikan dalam bentuk barang, kemudian 

sekitar tiga puluh tahun lalu diubah menjadi uang melalui musyawarah 

ninik mamak agar lebih praktis. Perubahan ini menunjukkan 

kemampuan hukum adat untuk menyesuaikan diri dengan 

perkembangan zaman, meskipun berpotensi menggeser makna 

awalnya dari nilai kebersamaan dan gotong royong menjadi kewajiban 

yang lebih bernilai ekonomis. 

2. Penerapan aturan berlaku bagi dua kategori pendatang, yaitu yang 

masuk melalui jalur perkawinan dan tanpa jalur perkawinan, dengan 

biaya masing-masing Rp2.300.000 dan Rp1.700.000. Namun, 

penelitian menemukan adanya perbedaan antara ketentuan yang 

disampaikan perangkat adat dan praktik di lapangan, karena beberapa 

pendatang membayar Rp2.500.000. Kondisi ini menunjukkan belum 

optimalnya kepastian hukum dalam penerapan aturan. Selain itu, 

belum terdapat mekanisme administrasi dan pelaporan yang jelas 

mengenai pengelolaan dana. Masyarakat lokal umumnya mendukung 

aturan tersebut karena dianggap bermanfaat bagi kepentingan nagari, 
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sedangkan sebagian pendatang merasa terbebani dan menginginkan 

transparansi yang lebih baik. 

3. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kewenangan perangkat adat 

membentuk aturan dapat dibenarkan karena lahir melalui musyawarah 

dan diakui oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan. 

Namun, tidak ditemukan dasar hukum yang secara tegas memberikan 

kewenangan kepada perangkat adat untuk menetapkan pungutan 

wajib kepada pendatang, sementara peraturan daerah mensyaratkan 

izin Bupati untuk setiap bentuk pungutan. Berdasarkan pemikiran Al-

Mawardi, kewenangan harus diarahkan untuk mewujudkan 

kemaslahatan serta disertai akuntabilitas dan transparansi. Oleh 

karena itu, meskipun aturan ini memiliki legitimasi secara prosedural, 

dari segi substansi kemaslahatan belum sepenuhnya terwujud karena 

masih terdapat persoalan kepastian hukum, akuntabilitas, dan 

transparansi pengelolaan dana. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi perangkat adat Nagari Ranah Air Haji, disarankan menyusun 

ketentuan tertulis mengenai besaran biaya adat secara baku, mengingat 

penelitian ini menemukan perbedaan antara keterangan resmi Bosa 

Adat (Rp2.300.000) dengan praktik pembayaran nyata (Rp2.500.000). 

Perangkat adat juga perlu membangun mekanisme pelaporan 

penggunaan dana secara berkala dan terbuka kepada masyarakat, serta 

mengevaluasi besaran biaya secara berkala agar tujuan kemaslahatan 

tidak bergeser menjadi beban ekonomi bagi pendatang. 

2. Bagi warga pendatang, disarankan menanyakan secara rinci ketentuan 

biaya beserta peruntukannya sebelum melakukan pembayaran, agar 

memperoleh kepastian informasi. Pendatang juga diharapkan 

menghormati mekanisme adat yang berlaku sebagai bagian dari proses 
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integrasi sosial, sembari tetap dapat menyampaikan keberatan melalui 

jalur musyawarah adat apabila terdapat ketentuan yang dirasa 

memberatkan. 

3. Bagi masyarakat lokal Nagari Ranah Air Haji, masyarakat lokal 

diharapkan tidak hanya menjadi pendukung pasif, tetapi turut 

berperan aktif mengawasi pengelolaan dana adat dan dana masjid agar 

transparan dan sesuai ketentuan. Masyarakat lokal juga perlu menjaga 

sikap terbuka dan inklusif terhadap pendatang, agar aturan tetap 

bermakna sebagai sarana pengakuan sosial, bukan sekadar kewajiban 

finansial. 

4. Bagi Pemerintah Nagari maupun Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pasaman Barat, disarankan memberikan kejelasan regulasi mengenai 

batas kewenangan adat dalam menetapkan pungutan, mengingat Pasal 

26 ayat (2) Perda Kabupaten Pasaman Barat No. 9 Tahun 2017 

mensyaratkan izin Bupati, sementara praktik ini telah berjalan puluhan 

tahun tanpa payung hukum yang tegas. Pemerintah juga perlu 

memfasilitasi sinkronisasi hukum adat dan hukum formal, misalnya 

melalui Peraturan Nagari, agar kewenangan masyarakat hukum adat 

sesuai Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tetap berjalan harmonis dengan 

kepastian hukum negara. 
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